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Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

(,,) untuk mengganti lambang “g”.
B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang =, misalnyagsmenjadi gla. Vokal
(i) panjang =, misalnya & menjadi g la Vokal (u) panjang = , misalnya 52 menjadi

[T

dna husus untuk bacaan a“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ” melainkan

tetap ditulis dengan “i ” agar dapat menggambarkan a“ nisbat diakhirn a. Begitu juga
dengan suara diftong, wawu dan a“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “a .
Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = 5! misalnya J & menjadi gawlun

Diftong (ay) = = misalnya _» menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (3)

Ta'" Marb thah(3) ditransliterasikan dengan” “jika berada di tengah kalimat, tetapi
apabila ta " marb thah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “h” misaln au.. ya. .0 menjadi alrisala li al-mudarrisah, atau apabila
berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat

berikutnya, misalnya 41l 4~ , & menjadi fi rahmatillah.

xii



D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah
ata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah ang berada di tengah-tengah kalimat yang

disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari
orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Rahmawati, Emalina Chalishah 14220035, 2019. Jual Beli Ikan di Atas Perahu
Menurut Hukum Islam dan Persaingan Usaha (Studi Kasus di Desa
Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Skripsi. Jurusan
Hukum Bisnis, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi’ah, M.H

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Persaingan Usaha, Jual Beli di atas Perahu

Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi
hajat hidupnya. Di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdapat
jual beli ikan di kalangan nelayan yang menyimpan sebuah permasalahan. Transaksi
tersebut di laksanakan di atas perahu sebelum sampai di Tempat Pelelangan lkan atau
TPI. Perahu dijemput oleh para pembeli yang menginginkan harga lebih murah
dibandingkan dengan harga yang ada di TPI. Sehingga transaksi tersebut tidak
melibatkan TPI sebagai salah satu tempat kontrol harga dan sirkulasi pemasaran ikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli ikan di atas perahu di
Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut hukum Islam dan
Persaingan Usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Metode
pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan kepustakaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jual beli ikan di atas perhahu yang
dilakukan oleh nelayan di Desa Brondong Kecamatan Pacoiran Kabupaten Lamongan
hanya untuk mencari keuntungan yang lebih, dimana transaksi jual beli dilakukan di
atas perahu tanpa melibatkan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat sirkkulasi harga.
Hal ini dilarang karena bertentangan dengan beberapa kaidah jual beli dalam fikih
mu’amalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan dan pengambilan kesempatan dalam
kesempitan, serta mengandung maslahah bagi pihak penjual dan pembeli serta
mengandung kemadharatan bagi pihak pasar maka dengan demikian jual beli tersebut
tidak di perbolehkan.

XViii



ABSTRACT

Rahmawati, Emalina Chalishah 14220035, 2019. Buying and Selling of Fish on a Boat
According to Islamic Law and Business Competition (Case Study in
Brondong Village, Paciran District, Lamongan Regency). Essay.
Department of Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim
State Islamic University of Malang.

Supervisor: Iffaty Nasyi’ah, M.H.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Business Competition, Buying and
Selling on a Boat

Buying and selling is one of the methods used by humans to fulfill their
livelihood. In Brondong Village, Paciran Subdistrict, Lamongan Regency, there is a
sale and purchase of fish among fishermen who have a problem. The transaction is
carried out on a boat before arriving at the Fish Auction Place or TPI. The boat is picked
up by buyers who want a lower price compared to the price at TPI. So that the
transaction does not involve TPI as one of the place of price control and fish marketing
circulation.

This study aims to find out how to buy and sell fish on a boat in Brondong
Village, Paciran District, Lamongan Regency according to Islamic law and Business
Competition.

To achieve these objectives the researchers used a sociological juridical
approach, the data source in the form of primary data sources and secondary data. The
data collection method uses interviews and literature

In this study, it was found that the sale of fish on a boat made by fishermen in
Brondong Village, Pacoiran Subdistrict, Lamongan Regency was only to make more
profit, where the sale and purchase transactions were carried out on a boat without
involving the Fish Auction Place as a place for price circulation. This is prohibited
because it is against some of the rules of buying and selling in figh mu ‘amalah, namely
the existence of an element of injustice and opportunity taking in narrowness, as well
as containing problems for the seller and buyer and containing harm to the market, thus
buying and selling is not permitted.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang
bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur
penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk aspek muamalat. Dikatakan

penting dalam hukum Islam Karena jual beli pada dasarnya adalah salah satu



pengamalan tujuan-tujuan syari’at atau maqoshidu al-syariah yang secara khusus yaitu
upaya mempertahankan kehidupan manusia atau hifzu al-nafs dan bisa juga dalam
rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau hifzu al-mal*

Berdasarkan pernyataan diatas, jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' dan
rukun, manusia dalam figh muammalah dengan prinsip umum ataupun konsep figh
muamalah maka diperbolehkan yaitu dengan dasar mendapat maslahah dan
menghindari mafsadah. Kemaslahatan utama yang terpenuhi dari jual beli adalah
terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan
pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa
motivsi yang dapat diperoleh keuntungan, dilakukan secara adil dan dapat
mendapatkan hasil guna atau manfaat, dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau
mafsadah dalam jual beli yang perlu dihindari, seperti kerugian, ketidakadilan, tidak
manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya mafsadah
ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai. Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur’an

Surat Fatir Ayat 29 yang berbunyi :
D58 O 8588 Gsh ASle 5 15 83 Ui il 8 00all 1 g2l o i€ &85 Gl

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan

! Rachmad Syafe’i, figh muamalah. cet .1l (Bandung : Pustaka Setia, 2004),h.75.



kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perniagaan yang tidak akan merugi,” (Q.S. Fatir [35] : 29)?

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari
kemafsadatan maka ditetapkanlah rukun jual beli®. Pemenenuhan rukun dan syarat ini
memunculkan akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah atau
sahih yaitu yang terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak
sah atau batal yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu syarat dan rukunya*

Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli menurut jumhur ulama
dibagi menjadi dua. Pertama, menurut Sayid Sabiq “Pengertian jual beli menurut
bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”. Kedua, menurut Segaf Hasan Baharun,
jual beli adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena sesuatu yang diberikan
kepadanya sebagai imbalannya dan dari arti syar’inya, jual beli adalah suatu transaksi
(ijab gabul) berupa tukar-menukar harta dengan harta, dengan menggunakan ucapan
ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan
menurut ulama hanafiyyah yaitu “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan
cara khusus (yang dibolehkan)”. Maka dalam islam tentu saja juga terdapat jual beli
yang tidak di perbolehkan. Wahbah Al-juhailiy membagi jual beli terlarang ini menjadi
empat. Pertama, dilarang karena sebab ahliah atau ahli akad, maksudnya karena

terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli

2Q.S. Fatir [35] : 29
3 Rachmad Syafe’i, figh muamalah. cet .11, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),h.76.
4 Rachmad Syafe’i, figh muamalah. cet .II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),h.92.



maka jual beli ini dilarang. Kedua, dilarang karena sighat, maksudnya dilarang karena
terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti
dalam hal suka sama suka atau keridhaanya, ijab gabulnya, tempatnya dan ketidak
terpisahanya. Ketiga, dilarang karena sebab ma’qud alaihi atau objek benda yang
diperjual belikan. Jual beli yang terakhir memang dilarang karena memang dilarang

oleh syara.

Dalam syariat islam sendiri telah mengatur bahwa dalam hal jual beli haruslah
dengan tujuan yang baik. Penjual maupun pembeli harus saling memberikan manfaat,
agar jual beli menjadi sehat dan baik. Seperti halnya dalam teori kemaslahatan, dalam
bermuamalah manusia harus saling memberikan manfaat satu sama lain. Bukan hanya
memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli saja, tetapi juga orang lain. Agar

orang lain tidak dirugikan oleh adanya jual beli tersebut.

Dalam hal ini peneliti memilih permasalahan jual beli ikan diatas perahu di
kalangan nelayan dengan alasan banyak diketahui baik tidaknya dalam islam. Di Desa
Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di sebuah daerah pesisir di
wilayah pantai utara Jawa atau biasa disebut dengan Pantura, ada sebuah praktik jual
beli ikan di atas perahu di kalangan nelayan. Masih banyak masyarakat yang
melakukan transaksi jual beli diatas perahu dengan alasan karena lebih menguntungkan
dan efisien serta kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan. Kurangnya
mayoritas masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam dan peraturan dari

Menteri Kelautan dan Perikanan. Dilihat secara sederhana jual beli tersebut bukanlah



jual beli yang bermasalah jika transaksi jual beli ikan hasil melautnya di atas perahu,
namun jika dilihat lebih dalam lagi ada permasalahan yang muncul yaitu jual beli
tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, vaitu di Tempat Pelelangan Ikan
(TPI), namun dilaksanakan di atas perahu sebelum perolehan ikanya sampai di TPI.
TPI yang semula di dirikan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan
menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Di daerah operasi Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Brondong ada
beberapa tipe atau jenis nelayan. Pertama, nelayan yang melaut berangkat malam
pulang pagi ataupun siang dan sebaliknya. Kedua, Nelayan yang melaut berhari-hari.
Bisa 1 (satu) minggu atau 1 bulan ataupun tidak tentu kapan pulang dari melaut hingga
tangkapan ikan yang dicari terpenuhi. Dalam nelayan tipe pertama, biasanya atau
terkadang mereka mengetahui harga pasaran dikarenakan mereka setiap hari pulang
atau melakukan transaksi jual beli. Yang dimana tengkulak membeli ke nelayan
(sebelum sampai ke pasar atau TPI) dengan menembak harga ikan tergantung harga
musim. Yang sebenarnya harga pasaran ikan pun tidak pasti atau tergantung lelang

yang dilakukan di TPI.>

Dalam nelayan tipe kedua, biasanya mereka tidak mengetahui harga pasaran
ikan di TPI. Dikarenakan mereka tidak setiap hari pulang atau melaut dengan hitungan

beberapa hari. Bisa 1 minggu, 1 bulan, ataupun banyak hari hingga tangkapan yang

> Wawancara dengan Bapak Uddin dan Bapak Karmuji selaku nelayan dan penjual ikan di Tempat
Pelelangan Ikan Desa Brondong pada 19 Maret 2019 pukul 10.40 WIB.



mereka cari terpenuhi. Namun mereka tahu bagaimana permainan harga di luar harga
pasar dan penyebab harga naik turun. Sebab disini terjadi karena adanya monopoli
ataupun intervensi dari orang-orang luar. Dan tengkulak tahu, terutama tengkulak
besar, bagaimana harga di pasaran. Karena adanya kongkalikong (perbuatan tidak jujur,
tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi) dari orang luar dan kode atau tanda dari
orang-orang yang berada di balik layar. Dalam harga, nelayan menjual ke tengkulak

dengan harga murah.

Persoalan pertama yang muncul adalah ketika melihat praktik jual beli yang
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme pasar yang telah
diatur, dalam hal ini adalah fungsi TPl yang tidak dipergunakan. Kedua, jika
memahami sebuah aturan dalam figh muamalat yang melarang jual beli dengan cara
memberhentikan penjual sebelum tiba dipasar. Dalam hal ini adalah nelayan yang

belum sampai membawa ikan di TPI. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW:
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Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melarang menghadang
kafilah dagang (di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya.

(Muttafaqun Alaih)

Hadist di atas melarang jual beli dengan cara memberhentikan karena pada

umumnya para penjual belum mengetahui berapa harga barang dipasaran, sehingga



ketidaktahuan mereka dimanfaatkan dengan di cegat di tengan jalan, lantas diberikan
informasi palsu bahwa harga pasar adalah sekian dan sekian dalam artian
sebagaimana kebiasaan seorang nelayan dalam memasang harga. Supaya mereka bisa

melepaskan barangnya dengan harga dibawah harga pasar yang sebenarnya.

Tidak hanya dalam hukum Islam, tetapi dalam konsep perundangan mengenai
praktik persengkokolan dan Penetapan harga dalam hukum persaingan usaha tidak
sehat juga melarang aktifitas jual beli yang mengandung unsur tersebut. Pada intinya,
persaingan usaha merupakan cara untuk menjamin tercapainya alokasi sumber daya
yang tepat, menjamin konsumen mendapatkan barang/jasa dengan harga dan kualitas

terbaik dan merangsang peningkatan efisiensi perusahaan.

Istilah persaingan usaha, tidak hanya bagi kalangan ahli hukum dan akademisi
melainkan juga dikalangan masyarakat, perlahan tapi pasti mulai memahami dan
menyadari tujuan manfaat dari UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
yang berbunyi :” Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”dan
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, “Pelaku Usaha dilarang

bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran



barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau
jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik

’

dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Praktik persaingan usaha tidak sehat merupakan pemusatan kekuatan
ekonomi satu atau lebih oleh pelaku usaha yang mengakibatkan penghambatan
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, misalnya dalam
permasalahan jual beli ikan yang sudah dijelaskan diatas sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.® Sedangkan
persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dan di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata yang dapat
melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal
1365. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal, perbuatan melanggar
hukum/perbuatan melawan hukum, dalam lingkup KUH Perdata. Menurut pasal ini,
setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, dapat
menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai
perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa,

“Setiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

6 Pasal 1 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.



mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut”.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai : JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERSAINGAN USAHA (Studi di Tempat

Pelelangan Ikan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Persaingan Usaha?
C. TUJUAN PENELITIAN
Dari beberapa rumusan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktik jual
beli ikan di atas perahu di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan.

D. MANFAAT PENELITIAN



Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka
diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan
khususnya dalam bidang Hukum Bisnis Syariah tentang fakta keadaan
masyarakat beserta masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi peneliti yang ingin
mengembangkan penelitian yang sejenis di masa yang akan mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Secara sosial, dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada
msyarakat yang berkepentingan untuk memahamijual beli yang sesuai
dengan yang disyariatkan dalam Islamserta dapat mempraktikannya
dengan baik dan benar.

b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagimahasiswa Fakultas
Syari’ah. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalamdisiplin ilmu
khususnya mata kuliah Figh Muamalah serta bisa dijadikan sebagai
literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akadmisi.

E. DEFINISI OPERASIONAL
Peneliti perlu memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci,

diantaranya sebagai berikut.
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a. Jual beli adalah tukar menukar dengan barang atau barang dengan uang
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas
dasar merelakan.’

b. Persaingan Usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.®

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman serta menyeluruh tentang penelitian
ini, maka sistematika pembahsan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun
dengan sitematika penyusunan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, di dalamnya akan dijelaskan terkait: latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
konseptual, batasan masalah dan tenelitian terdahulu mengenai “Jual Beli Ikan
di atas Perahu menurut Hukum Islam dan Hukum Persaingan Usaha (studi
kasus di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) ”

Bab |1 tinjauan pustaka, dalam sub bab ini berisikan penelitian terdahulu
dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi

mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti

7 Hendi suhendi, figh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2002),h.67.
8 http://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-persaingan-usaha-tidak-sehat/
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sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian kerangka
teori yang berisikan tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Bab 111 metode penelitian, metode penelitian sangat diperlukan dalam
melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode
penelitian yang digunakan yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan
teknik pengolahan data. Dengan hal ini maka penelitian yang akan dilakukan
dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal
karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh
peneliti.

Bab IV merupakan pemaparan mengenai hasil penlitian dan
pembahasannya. Judul sub bab pada bagian ini disesuaikan dengan subtema
dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil
melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami
tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi

memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.

12



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

H. PENELITIAN TERDAHULU
Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh

peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu sehingga
untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan kiranya sangat penting
untuk mengetahui dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu.
Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :
1. Irfatun Na’imah
Irfatun Na’imah, jursan Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang melakukan penelitian dengan

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan
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dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui
bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam.
Dalam penelitian ini pembahasan terletak pada jual beli ikan dimana
obyeknya adalah ikan yang masih hidup dan berada didalam telaga.
Padahal seharusnya ikan dijual jika sudah dipanen dari tambak, telaga,
atau sudah diambil dari laut. Ditambah lagi kepemilikan telaga tersebut
adalah milik pemerintahan desa sekaran.® Perbedaan dengan peneliti
yang akan peneliti bahas terletak terletak pada objek pembahasan dari
peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada jual beli
ikan dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sekaran, sedangkan
penulis terfokus pada jual beli ikan di Desa Brondong Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan menurut Undang-undang dan Persaingan
Usaha.
2. Syarifatul Firdaus

Syarifatul Firdaus, jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta tahun 2008 yang melakukan penelitian dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli lkan dalam Perahu

® Skripsi Irfatun Ni’mah, jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan hukum Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa
Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”.2012
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(Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan wedung Kabupaten
Demak)”. Dengan tujuan mengetahui bagaimana sistem jual beli ikan
ditinjau dari hukum Islam. Tujuan dalam penelitian pembahasan ini
terletak pada jual beli ikan di dalam perahu di Desa Angin-angin
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dimana sistem jual belinya
yang tidak menggunakan TPI sebagai salah satu alat untuk mengontrol
harga, yaitu pembeli menjemput perahu sebelum sampai di TPl demi
mendapatkan harga yang lebih rendah.!® Perbedaan dengan peneliti
yang akan peneliti bahas terletak terletak pada objek pembahasan dari
peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada jual beli
ikan di atas Perahu di Desa Angin-angin demak, sedangkan penulis
terfokus pada jual beli ikan di Desa Brondong Kecamatan.
3. Sarli Prakoter Giing

Sarli Prakototer giing, Jurusan Muamalah IAIN Purwakarta
tahun 2016 yang melakukan penelitian dengan Judul “Praktik Jual
Beli Ikan di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)”. Dengan tujuan
mengetahui bagaimana sistem jual beli ikan dipantai ditinjau dari

hukum islam. Tujuan dalam penelitian pembahasan ini terletak pada

10 Syarifatul firdaus, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga yokyakarta
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin
Kecamatan wedung Kabupaten Demak).2008
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jual beli ikan di pantai di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
dimana sistem jual belinya di pantai atau luar TPI daerah operasi yaitu
pembeli barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba
atau sampai di pasar untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.!
Perbedaan dengan peneliti yang akan peneliti bahas terletak pada objek
pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut
terfokus pada Praktik jual beli ikan di Pantai Samudera Cilacap,
sedangkan penulis terfokus pada jual beli ikan di Desa Brondong
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Undang-undang dan

Persaingan Usaha.

11 Sarli Prakoter Giing, jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta “Praktik
Jual Beli Ikan di Pantai Fdalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap)”.2016

16



Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Kasus di Pelabuhan

dan nelayan

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. Irfatun “Tinjauan Hukum | Sama-sama 1. Objek yang
Na’imah/UIN Islam Terhadap meneliti  praktik | diteliti
Sunan Kalijaga Praktek Jual Beli | jual beli ditinjau | 2. Desa yang
Yogyakarta/2012 | lkan dengan Sistem | dari Hukum Islam diteliti
Tebasan di Desa 3. Sudut
Sekaran Kecamatan pandang
Sekaran Kabupaten pengkajian
Lamongan”
2 Syarifatul “Tinjauan Hukum | Sama-sama 1. Objek yang
Firdaus/UIN Islam Terhadap meneliti praktik diteliti
Sunan Kalijaga Jual Beli Ikan jual beli ditinjau | 2. Desa yang
Yogyakarta dalam Perahu dari Hukum Islam diteliti
/2008 (Studi Kasus Di 3. Sudut
Desa Angin-Angin pandang
Kecamatan wedung pengkajian
Kabupaten
Demak)”
3. Sarli Prakoter “Praktik Jual Beli | Sama-sama 1. Objek yang
Giing/IAIN Ikan di Pantai meneliti masalah diteliti
Purwakarta/2016 | Dalam Perspektif | yang berkaitan 2. Desa yang
Hukum Islam (Studi | dengan perahu diteliti
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Perikanan 3. Sudut
Samudera Cilacap)” pandang
pengkajian
I. KERANGKA TEORI

1. Jual beli
a. Definisi jual beli

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang
dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar
menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim
melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang
ketentutan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual
beli.

Jual beli dalam istilah figh disebut dengan al-bai’ yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Imam Tagiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar
jual beli adalah:

a3 G3delall ad gl o I35 sl Cabiaill LS Jla 4058

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola

(tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syar ”.1?

12 |mam Tagiyyuddin al-Hisni, Kifayat al- ahyar fi hall gayat al-ihtisar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-
llmiyah), h. 326.

18



Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

juga mendefinisikan jual beli yaitu:

Ladataads e Jlay Je A G
Artinya: “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus
(dibolehkan) .13
Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Figh Sunnah jual beli adalah:
sl laslall Jaliad Jually Jiall Ao T e 4 g Yoo

1) 53l

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan
saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan

cara yang diperbolehkan”.**

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz kitab Fathul muin
dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu
dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara* ialah menukarkan

harta dengan harta pada wajah tertentu.

13 Syeikh Abi Zakaria Al-Ansari, Fath al-Wahab Juz 1, (Singapura: Sulaiman Mar*T),h.157.
14 sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),h.126.
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b. Dasar Hukum

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan,
hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur*“an,
Hadits dan [jma* Ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan jual beli

adalah sebagai berikut:
Gl aha s il Al als

Artinya:  “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”.*®

Avyat diatas menunjukan keabsahan jual beli menjalankan usaha
sebagai bagian dari bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah
SWT. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia yang saling memiliki
ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam konteks jual beli tersebut akad jual beli disyaratkan untuk jujur

dan terbebas dari unsur riba.

Para ulama juga sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli.
Ijma“ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering
berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain,
dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya

kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual

15 QS. al-Bagarah (2):275.
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beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia
tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa
bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas
sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan
pengakuan syara®™ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan

manusia.®

5o 0588 O Y1 il o 2005l 1R Y 1 S call gl

Gun 5 28 R Al )¢ &l SEERY 5% &0 al 55 (e

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan
janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.’

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta
sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi,
menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak
dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan

didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

16 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.73.
17Q.S. an-Nisa (4): 29.
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Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

@s&\dméﬂ\d)u)u\m&\@ajcs\‘)unm\ﬁ)uc
;53@&&39%#&‘&3‘%3@?@‘&;@5}‘@:d—'wehj

(eS\Aj\WJJ‘},\S\c\)J)

Artinya: “Dari Rif"ah lbn Rafi sesungguhnya Rasulullah
pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW
menjawab Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual
beli yang mabrur (jujur)”’. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-

Hakim).8

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum
jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan
perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada

terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga

sesuau itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

18 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” Bisnis, 2 (Desember, 2015),h.243.
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membentuknya.l® Seperti halnya sebuah bangunan yang terbentuk
karena adanya berbagai unsur yang membentuknya, yaitu, pondasi,
lantai, tiang, atap, dinding dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam,
unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Akad juga
terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang
membentuknya Menurut Imam Nawawi dalam syarah al- Muhadzab
rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang
melakukan akad), ma“qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat,

yang terdiri atas ijab (penawaran) gabul (penerimaan).?

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya sebuah
akad. Tidak mungkin terjadi sebuah akad apabila tidak ada para pihak
yang melakukan akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berkad

serta tidak ada objek akad.

a. Akid
Akid ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang
terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli,
maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli.

Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya. 2!

19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 200),h.95.
20 Imam Tagiyyuddin al-Hisni, Kifayat al- ahyar fi hall gayat al-ihtisar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-

lImiyah),h.327.

21 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.56.
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b. Ma’qud Alaihi (Obyek Akad).

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan
jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar,
yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari
keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi“i telah
mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.
Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan

hal yang serupa.??

. Shighat (ljab dan Qabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini
kepadamu dengan harga sekian”. Dan qgabul adalah ucapan dari
pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”.
Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda
lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu
pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah
lama antara ijab dan gabulnya, sebab terpisah lama tersebut

membuat boleh keluarnya (batalnya) gabul tersebut.?

22 Imam Tagiyyuddin al-Hisni, Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihtisar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-

lImiyah),h.327.

2 Al-Hisni, Kifayat al-ahyar,h.327.
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Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di

penuhi dalam jual beli, yaitu syarat sahnya ijab gobul dalam kitab figh

disebutkan minimal ada tiga:

a.

b.

a.

Jangan di selingi kata-kata lain antar ijab-gqobul

Orang- orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan

Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli
masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:

Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah
kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-
Nisaa“[4] : 5).

Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda
benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang
beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli
merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagimana firman
Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang Yyang

beriman”.(an-Nisaa“[4]:141).
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c. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma“kud
alaih), dan tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri
tidak ada paksaan dari pihak lain.?*

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus
suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran
hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya.
Misalanya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk
keamanan, (b) tidak boleh mengkait—kaitkan dengan sesuatu,
seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c)
tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan
atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari
pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat
diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual
belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang
tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan
untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui
(dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui
kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak

menimbulkan keraguan.®

24 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” Bisnis, 2 (Desember, 2015),h.252.
%5 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”,h.252.
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Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat
dikemukakan pendapat Imam Tagiyuddin bahwa jual beli dibagi
menjadi tiga bentuk, vaitu jual beli (1) jual beli benda yang
kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
dan (3) jual beli benda yang tidak ada.’® Jual beli benda yang
kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau
barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal
ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di
pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya
dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan
para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai
(kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau
sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah
perjanjian  sesuatu yang penyerahan barang- barangnya
ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang
telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta
tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam,
karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

26 Imam Tagiyyuddin al-Hisni, Kifayat al- ahyar fi hall gayat al-ihtisar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-

limiyah),h.328.
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titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu
pihak.
d. Macam — macam Jual Beli dalam Islam
Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut
pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang
yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di
bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam
dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Setidaknya Ada 3 macam
bentuk jual beli, diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan
kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh),
dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Barang yang dijual termasuk barang yang suci
- Barang yang bermanfaat
- Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli.

2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini
disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini
hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang

ditetapkan) semula.
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3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat
mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini
tidak boleh.?’

Dalam muamalat sendiri ada beberapa prinsip yang harus
diperhatikan, di antaranya adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali
ketentuan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur
paksaan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan
dalam kesempitan.?

2. Persaingan Usaha
a. Definisi Persaingan Usaha
Usaha dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan yang
dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.?® Usaha

didefinisikan sebagai sebua kegiatan atau aktivitas yang

27 Abu Ramadhan, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya, Tim CM Grafika, 2010),h.165-166.
28 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000),h.15.
29 Hamdi, Energi Terbarukan (Jakarta : Kencana, 2016),h.32.
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mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki kedala suatu
kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang bisa
dipasarkan kepada konsumen agar dapat meperoleh keuntungan atau
pengembalian hasil.*® Dengan demikian persaingan usaha adalah
kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang sama-sama
menjalankan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan dalam daerah
pemasaran yang sama. Dalam konsepsi persaingan usaha dengan
asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan
penawaran, dengan kondisi lain berada dalam cateris paribus,
persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau
jasa yang memiliki daya saing yang paling baik, melalui mekanisme
produksi yang efisien dan efektif, dengan mempergunakan seminimum
mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar
yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:
1) Persaingan menunjukan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan
atau memasok barang/jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan.
Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa

ini menunjukan struktur pasar dari barang/jasa tersebut.

30 Suwinto Johan, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis (Yogyakarta: Graha llmu, 2011),h.6-7.
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2) Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing
perusahaan berupaya memperoleh pembeli/langganan bagi produk
yang dijualnya.

b. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Pada prinsipnya keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk

mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat (fair competition)
yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar
mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Hal ini tercantum
dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk:

1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;

2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.®

31 Supianto, “Pendekatan Per se llegal dan Rule of reason dalam Hukum Persaingan Usaha di
Indonesia” Jurnal Rechtens. Vol.2,No. 1 (2013),h.48-49.
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c. Macam-macam persaingan usaha
1) Persaingan Usaha Sempurna
Persaingan usaha sempurna ini merupakan struktur pasar atau
industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap
penjual atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar,
sedangkan persaingan usaha seperti ini banyak sekali terjadi di
Indonesia pada masa sekarang.
2) Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha. Yang termasuk persaingan usaha tidak
sehat ini antara lain:
a. Monopoli
Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan/ atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum.*2

32 Ezmia Febrina, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha
dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal selat, Vol.4, No.2, Mei, (2017),h.241
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b. Monopsoni
Monopsoni adalah keadaan yang terjadi di suatu pasar
dimana hanya ada satu pembeli (yang memiliki posisi dominan)
bagi suatu produk tertentu. Dengan posisi dominan yang
dimiliki pembeli ini dapat memaksa para penjual untuk
menyetujui harga dan persyaratanpersyaratan yang ditetapkan
oleh pembeli tunggal tersebut.
c. Penguasaan Pasar
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa
kegiatan, baiksendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha
lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, dan melakukan
praktik diskrimnasi terhadap pelaku usaha tertentu. Ukuran
penguasaan pasar tidak harus 100%, penguasaan 50% atau 75%
saja sudah tidak dapat dikatakan mempunyai market power.
d. Persekongkolan
Bahwa dalam kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang
dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau
penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan

cenderung berkonotasi negatif.
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e. Oligopoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain untuk secara bersamasama lain untuk secara bersama-
sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku
usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
melakukan penguasaan produksi dan atau jasa, pelaku usaha
atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh
puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jenis
tertentu.

f. Penetapan Harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan
atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan
pada pasar bersangkutan yang sama.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
lagi:
a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan;
b) Suatu perjanjian yang didasarkan undangundang yang

berlaku

c) Perbedaan Harga

34



g.

h.

Pelaku wusaha dilarang membuat perjanjian yang
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli
lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Larangan membuat
perjanjian untuk tidak menjual/ memasok kembali dengan harga
yang lebih rendah dari yang diperjanjikan (pasal 8 UU arti

Monopoli).

Pembagian Pasar

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjain dengan pelaku
usaha persaingan yang bertujuan untuk membagi wilayah
pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.
Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku
usaha persaingannya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain
untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar
dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya, untuk
menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha

lain sehingga pembuatan tersebut dapat merugikan atau diduga
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j.

akan merugikan pelaku usaha liannya, membebani pelaku usaha
lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari
pasar bersangkutan, dan Kkarter.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha persaingaan, yaang bermaksud untuk mempengaruhi
harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu
barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelau
usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk
gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar , dengan
tetap menjaga dan mempertahankan keangsungan hidup
masingmasing perusahaan atau perseroan anggotanya yang
bertujuan untuk mengontrol produksi daan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
prakter monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Oligopsoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai
pemebeliaan atau penerimaan pemasokan agar dapat

mengendalikan harga atau barang dan atau jasa dalam pasar
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berdangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan ussaha tidak sehat. Pelaku usaha
patut disuga atau dianggap secara bersamasama menguasai
pemebeliaan atau penerimaan pasokan. Pelaku usahaa atau
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (Tujuh puluh
lima persen) penguasaan pasar suatu jenis barang atau jasa
tertentu.
. Intregasi Horizontal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah
produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan tau
jada tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan
hasil pengelolahan atau proses lanjutan baik dalam satu
rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau
mmerugikan masyarakat.
. Perjanjian tertutup

Pelaku usaha dilarang membuata perjanjian dengan pelaku
lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan jasa hanya akan memasok atau tidak memosok
kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan

atau pada tepat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat
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perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa
pihak yang menerima barag atau jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau
potongan harga tertentu atau barabg dan atau jasa, yang
membuat persyaratan bahwa peelaku udaha yang menerima
persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau
jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang
atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan
membeli barang atau jasa yang dama atau sejenis dari pelaku

lain yang menjadi persaingan dari pelaku usaha pemasok.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah
jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian
lapangan, yaiitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam kenyataanya di masyarakat,® atau dengan kata lain yaitu
suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

33 Bambang Waluyo, Peneltian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.15.
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dinbutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah
yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.®*

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak
mengetahui bagaimana jual beli ikan diatas perahu oleh nelayan menurut
hukum islam dan persaingan usaha studi di Tempat Pelelangan Ikan desa

Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

. Pendekatan penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau
dipecahkan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.
Pendekatan  yuridis  sosiologis adalah  mengidentifikasi  dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional
dalam sistem kehidupan yang nyata.>® Pendekatan yuridis sosiologis adalah
menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum

secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini dilakukan di Desa Brondong Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan atau biasa disebut Pantura. Alasan peneliti
mengambil objek penelitian ini adalah cara kerja masyarakat yang berbeda

dan jarang ditemui di Tempat Pelelangan Ikan lainya.

34 Bambang Waluyo, Peneltian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.16.
35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,

1986),h.51.
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D. Sumber Data
Sumber data ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya,
baik melalui wawancara, observasi, serta dokumen yang diperoleh secara
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan
perundang-undangan.

a. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu
dengan mengadakan wawancara langsusng kepada salah satu warga
yang melakukan transaksi jual beli ikan diatas perahu di desa

brondong kecamatan paciran kabupaten lamongan.

b. Sumber data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang

bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-
buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan

literature lain terutama yang berkaitan dengan praktek jual beli ikan

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005
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diatas perahu melalui perspektif hukum monopoli dan hukum
persaingan usaha tidak sehat.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan
mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara Yyang digunakan untuk
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,
dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa
dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikonalis dan
dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan
oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.®’

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai
kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut
pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut
informan, atau responden.® Dalam hal ini yang bertindak sebagai
pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai

informan ialah ibu Siti Mualimah sebagai pelaku usaha.

37 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.95.
38 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.95.
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b. Dokumentasi
Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan
mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. dilakukan
penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang
berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk
mempertajam analisis terhadap objek penelitian. Sebagai bahan-
bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.
F. Tehnik Pengolahan Data
Teknik analisis data merupakan menguraikan data dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif
sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam
penelitian ini akan digunakan metode pengolahan data melalui beberapa
tahap yakni:
a. Memeriksa Data (editing)

Editing, tahapan dimana perolehan data atau informasi
diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang
dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang
diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan
dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

b. Kilasifikasi (clasifying)
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®s

Mengelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan
pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk
mempermudah.

Verifikasi (verifying)

Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh
kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai atau tidak
dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber.

Analisi (analyzing)

Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh
dianalisa dengan teori-tori yang ada untuk diperoleh jawaban atas
permasalahan yang diangkat.

Kesimpulan (concluding)
Pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan atau

jawaban dari apa yang telah diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan. Brondong merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan
yang terletak di belahan utara, kurang lebih 50 Km dari lbu Kota
Kabupaten Lamongan, berada pada koordinat antara 06° 53 30,81 —

7° 23’6’ Lintang Selatan 112° 17° 01,22 —112° 33’12’ Bujur Timur.
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Untuk mengetahui letak Desa Brondong lebih jelas, dapat dijelaskan
sebagai berikut. Adapun batas-batas wilayahnya:
1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Paciran
3. Sebelah Timur  : Kecamatan Laren

4. Sebelah Barat : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Luas wilayah Kecamatan Brondong meliputi areal seluas 7.013,62

Ha atau 70.13 Km?2 terdiri dari:

- Tanah Sawah :1.012,70 Ha
- Tanah Tegalan/Ladang : 2.564,50 Ha
- Tanah Pekarangan : 335,42 Ha

- Tanah Hutan :1.729,30 Ha
- Tanah lain-lain seluas :1.371,70 Ha

Wilayah Kecamatan Brondong terdiri atas 9 Desa 1 Kelurahan 23
Dusun 2 Lingkungan Kelurahan, 57 RW 262 RT dan 22.603 KK. Dilihat dari
keadaan geografis, maka Desa Brondong dapat dikategorikan menjadi dua
bagian, yaitu daerah pantai dan daerah pertanian. Daerah pantai terletak
disebelah utara meliputi kelurahan Brondong, desa Sedayu Lawas, desa
Labuhan dan Lohgung. Di daerah ini sangat cocok untuk budidaya ikan
(tambak udang, ikan kerapu dan bandeng) serta usaha penangkapan ikan dilaut

sehingga pada daerah tersebut ayoritas mata pencaharian penduduknya adalah
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sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan daerah yang lain adalah
kawasan pertanian yang meliputi desa Sumberagung, desa Sendangharjo, desa
Lembor, desa Tlogoretno, desa Sidomukti dan desa Brengkok serta kondisi

pertanian tadah hujan.

Karakteristik kawasan Brondong merupakan kawasan pemukiman
perkotaan dengan kegiatan sebagai aktivitas dominan daerah yang terletak
disepanjang pantura (pemukiman nelayan) sedangkan bagi daerah pedalaman
karakteristik yang muncul dipengaruhi oleh Kativitas pertanian. Potensi
pertambangan bahan galian Golongan C ada di beberapa desa yaitu
Sedayulawas, desa Lembro dan desa Sidomukti. Tetapi potensi tersebut belum
belum dimanfaatkan secara optimal dan masih perlu penataan dari segi legalitas

penambang maupun penataan teknik penambang yang berwawasan lingkungan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

Jenis Kelamin
No Jumlah
L P
1 | 8.136 8.524 16.660
If
Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Penduduk
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No Uraian Jumlah %
1. | Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat | 1.015 orang 7,71 %
2. | Penduduk tamat SD/ Sederajat 5.017 orang | 38,11 %
3. | Penduduk tamat SLTP/ Sederajat 2.7350rang | 20,8 %
4. | Penduduk tamat SLTA/ Sederajat 3.341orang | 254 %
5. | Penduduk tamat D-1 190 orang 1,44 %
6. | Penduduk tamat D-2 228 orang 1,73 %
7. | Penduduk tamat D-3 349 orang 2,7 %
8. | Penduduk tamat S-1 247orang 1.9 %
9. | Penduduk tamat S-2 39 orang 0,29 %
10. | Penduduk tamat S-3 1 orang 0,01 %
Jumlah 13.162 100%
Tabel 1.4
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah
1. | Nelayan 6.745
2. | Buruh Perikanan 511
3. | Petani 151
4. | Pedagang dan wiraswasta 124
5. | Usaha perikanan 103

B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Jual Beli Ikan di atas Perahu Desa Brondong Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan Menurut Hukum Islam

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (Zoon
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Politicon)®. Yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri
sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu
berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhanya. Pergaulan hidup setiap
orang selalu melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan orang
lain, dalam Islam disebut dengan Mu’amalat. Salah satu bentuk
Mu’amalat adalah Jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.® Pada zaman
sekarang, jual beli ataupun perdagangan sangatlah marak di kalangan
masyarakat. Banyak pasar-pasar yang di dirikan di setiap kota. Bukan
hanya di pasar saja masyarakat melakukan perdagangan, banyak pula
masyarakat yang berjualan di rumah-rumah mereka. Ada yang
membuka toko kecil, ada yang membuka lapak di depan rumah, dan lain-
lain. Mereka menjual barang yang diperlukan warga sekitar, dari
toserba, jual pakaian, jual makanan dan lain sebagainya. Karena pada
saat ini masyarakat memiliki kebutuhan yang cukup banyak, dari segi
sandang maupun pangan. Dengan adanya jual beli maka dapat

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang

39 CST Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet ke-8 (Jakarta, Balai Pustaka,
1989),h.29.

40 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita,
2003), 366
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mereka butuhkan.

Allah mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan
keluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia
secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-
lainya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tak ada
henti-hentinya selama manusia masih hidup.**  Disini peneliti
menemukan transaksi jual beli ikan yang dilarang dalam Islam, dimana
penjual ikan atau yang biasa disebut dengan nelayan menjual ikanya ke
tengkulak dengan sistem jual beli ikan di atas perahu dengan
kesepakatan bersama dengan tengkulak karena tengkulak akan
mendapatkan ikan dengan harga yang lebih murah. Dimana kegiatan jual
beli ikan di atas perahu dilakukan oleh pihak perahu yang menjual
ikanya kepada pihak pembeli. Masing-masing dari pembeli membeli
sejumlah ikan yang telah dipisahkan sesuai jenisnya dan kebutuhanya.
Misalkan nelayan menjual ikan 1 box yang berisi ikan tongkol dengan
berat 1 Ton dengan harga Rp.22.000/kg kepada tengkulak tanpa
menggunakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat mengontrol
harga. Maka pihak tengkulak menjual ikan tongkol tersebut kepada
pembeli di pasar dengan harga Rp. 24.000/kg, dengan demikian pihak

tengkulak mendapatkan keuntungan Rp.2000/kg. Ketika hal tersebut

41 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987),h.45-46.
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dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan menggunakan Tempat
Pelelangan lkan sebagai tempat sirkulasi harga maka harga jual ikanya
semakin naik karena harus membayar kuli angkut ikan dari perahu ke
pusat Tempat Pelelangan Ikan, namun disini nelayan menjual langsung
kepada tengkulak, maka dari itu pihak tengkulak mendapatkan harga
lebih rendah sehingga tengkulak lebih suka membeli ikan langsung
kepada Nelayan diatas perahu.

Untuk mendapatkan informasi jual beli ikan di atas perahu Desa
Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Terdapat empat
pihak Narasumber dalam penelitian ini. Dua pihak narasumber tersebut
adalah pihak pembeli (tengkulak) dan pihak penjual (nelayan). Sesi
wawancara pertama dilakukan dengan pihak pembeli, kemudian sesi
wawancara kedua dilakukan kepada pihak penjual.

Narasumber yang pertama adalah pihak pembeli, berikut
pemaparanya:

“Jual beli ikan di atas perahu sudah dilakukan sejak lama, alasan

melakukan jual beli ikan di atas perahu karena tradisi dan keuntungan

yang dihasilkan lebih banyak dan ikan yang dibeli untuk dijual kembali

ke pasar karena pihak pembeli sudah tau harga pasaran”.*?

Jadi dapat diketahui bahwa pembeli melakukan kebiasaan jual beli ikan

di atas perahu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jual

42\Wawancara lbu Aslikah (Wawancara 19 Maret 2019)
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beli yang dilakukan oleh pedagang adalah dimana pedagang akan menjual ikan
kepada pembeli yang akan menjual ikanya kembali ke pasar dengan harga
pasar. Hal ini mengandung maslahah untuk pihak penjual dan pembeli tetapi
memberikan kemadharatan untuk pihak pasar. Maka dengan pernyataan itu,
sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya terdapat unsur saling merelakan

dan suka sama suka dalam menetapkan harga.

Menurut ketentuan figh terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang
apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli ini dikategorikan sah
menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual
beli ini hukumya batal. Jual beli dalam hal suka sama suka ini termasuk dalam

An Taradhin.

An taradhin merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli,
karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual
beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu’amalat seperti
kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan,
saling menguntungkan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama

sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

“Membeli ikan di TPI dan membeli ikan di atas perahu sebenarnya
sama saja, yang membedakan hanya harga jual dari nelayan yang terpaut
lumayan jauh dengan harga kalau beli di TPI. Keuntunganya bisa dibilang
lumayan banyak”.*3

43 Wawancara Bapak Kaspandi (Wawancara 19 Maret 2019)
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Jika dikaitkan dengan Nash-nash yang ada dalam Al-Qur’an maupun
Hadits. Hal ini termasuk dalam urf fasid, yaitu adat istiadat yang bertentangan
dengan al-Qur’an dan Nash. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam
kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat
karena mendatangkan mudharat, menghilangkan kemaslahatan serta

bertentangan dengan ketentuan syara’.

Narasumber yang selanjutnya adalah pihak penjual atau nelayan,

berikut pemaparanya:

" Tidak ada perbedaan penjualan untuk dijual lagi dan di konsumsi sendiri,
kadang ada warga yang bukan jualan ikan juga membeli ikan disini,
sebenarnya bukan tidak menjual ikan lewat TPI. Tapi memang sebelum dibawa
ke TPI sudah ada yg ngadahi dan menampung jadi saya nggak ambil repot .44

“Untung dan ruginya jual beli ikan di atas perahu tergantung banyaknya
ikan hasil tangkapan, kalau hasil tangkapanya banyak ya untungnya banyak
kalo hasil tangkapan sedikit ya untungnya sedikit, sama saja, jual beli ini tidak
ada dorongan apapun, karena memang mata pencaharian dari dulu ya ini,
sudah biasa dilakukan

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada para
narasumber, kegiatan jual beli yang dilakukan nelayan dan tengkulak ikan di
atas perahu di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat

diketahui bahwa pihak penjual menjual ikan hasil tangkapanya kepada pembeli

tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena menurut mereka jual beli

44 \Wawancara bapak Karmuji (Wawancara 19 Maret 2019)
45 Wawancara Bapak Uddin (Wawancara 19 Maret 2019)
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melalui tempat pelelangan ikan sebenarnya sama saja dengan membeli
langsung ke perahu, yang membedakan jual beli ikan di atas perahu dengan
membeli ikan di tempat pelelangan ikan adalah harga yang jauh berbeda. Dalam
praktik jual beli ikan di atas Perahu, akad jual beli dilakukan oleh pemilik
perahu sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli dimana pihak penjual
dan pembeli sama-sama bersekongkol untuk menentukan harga. Akad yang
digunakan masih menggunakan lisan tanpa kwitansi karena mereka masih
menggunakan cara manual. Mengenai pembayaran dilakukan secara tunai dari
transaksi jual beli ikan di atas perahu yang ada di Tempat Pelelangan Ikan.
Untuk waktu jual belinya tersebut menunggu para nelayan datang melaut

seperti yang sudah peneliti jelaskan di bab awal pendahuluan.

Secara umum, jual beli ikan diatas perahu itu sah karena sudah
memenuhi persyaratan hukum jual beli dalam Islam, sudah ada pihak penjual
dan pembeli, barang dan akad. Tetapi karena ada pihak pemborong atau
tengkulak itulah yang menjadikan jual beli tersebut menjadi haram. Jika di
kaitkan dengan pengertian Jual beli transaksi di atas perahu termasuk dalam
transaksi yang berbertentangan dengan Islam, sekilas tampak adanya pihak-
pihak yang di rugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan
mengangkat data, peneliti mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi

dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktik jual beli di atas
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perahu, dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih

banyak sedangkan mengandung kemudharatan bagi pihak pasar.

Dalam kitab sunat at-Tarmidzi, disebutkan:
465 gualla )y 53, HLallilesd Aalid) Coaliad | aclisld Ll olali (i alall 8y o) e

Dijelaskan bahwasanya Nabi SAW. Melarang menjemput penjual, dan
apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya.
Kemudian bagi pemilik barang dagangan boleh khiyar (pilih) kalau dia sudah
sampai pasar. Sebagaian ulama juga melarang untuk menjemput penjual itu

adalah bagian dari tipuan.

Berikut ini hadits yang berhubungan dengan larangan menjemput
barang dagangan, yang termasuk didalamnya adalah jual beli ikan di atas

perahu. Dalam kitab disebutkan :
T3 jumla a5 LSl ) Y

Hadits ini mengandung arti larangan menyongsong barang dagangan

yang baru datang sebelum barang itu sampai ke pasar.

Menurut Imam Nawawi dalam Syarah al-Muhadzab, rukun jual beli

meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad),

46 |bid,. 11: 1238
47 Al Hafidz Ibn Hajar Al Aqgsalani, “Bulughul-Maram : Kitab Arabiyyah, h.171”
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ma’qud alaihi ( barang yang di akadkan) dan sighat, yang tediri atas ijab
(penawaran) dan gabul (penerimaan).*® Dalam praktek jual beli ikan di atas
perahu, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan
pemborong sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah
ditangkap dan telah diketahui kejelasanya. Kejelasan terhadap objek jual beli
terdapat pada waktu pelaksaan jual beli tersebut dimana pembeli membeli
ikan yang telah di disepakati sesuai dengan kesepakatan pembelian dari

nelayan sebelum diserahkan kepada pembeli.

Hal tersebut telah disebutkan sebagaimana dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim:

o (e g ale Al o all 35 8 0B A Al 500 Gl (o

(la o 5) ISR &5 (2 pliasll

Artinya : “Dari hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli
melempar kerikil dan jual beli gharar” (HR.Muslim).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah tidak melarang perihal jual

beli, Allah memberikan keluasan kepada hambanya dengan jual beli.

Dengan jual beli hambanya akan mendapatkan kemudahan untuk

memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia.

48mam Tagiyyudin al-Hisni, kifayat al-Ahyar fi hal gayat al-ihtisar, (Beirut: Dar Al-kotob, Al-
limiyah),h.327.
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Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam
Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum
Islam dan dari kaca mata cara jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.
Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam,
yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal
menurut hukum Islam.

Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli dalam hukum Islam,
diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan
kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh),
dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Barang yang dijual termasuk barang yang suci

- Barang yang bermanfaat

- Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual
beli

2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini
disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini
hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang

ditetapkan) semula.
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3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat
mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini
tidak boleh.*

Tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk membeli barang yang telah
sampai di pasar terlebih dahulu supaya tidak ada kerugian besar karena
harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika berjualan di luar
pasar itu sendiri, maka ia punya hak khiyar untuk membatalkan jual beli.
Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan
keluasan dari-Nya untuk hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi
memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainya. Kebutuhan
seperti ini tidak pernah terputus dan tak ada henti-hentinya selama manusia
masih hidup.>

Menurut madzhab Imam Syafi’i berdasarkan Hadits Riwayat Bukhori
2166 yang artinya: “Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari
luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi SAW lantas melarang
kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka

sampali di pasar makanan dan berjualan”.

Secara tekstual, hadits tersebut berisi perintah untuk tidak

melakukan jual beli ikan di atas perahu karena hal tersebut dapat

4 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000),h.15.
0Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1987),h.45-46.
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menimbulkan unsur ghoror didalamnya. Jual beli terhadap sesuatu yang

mengandung unsur ghoror tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak
muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah praktek jual
beli ikan di atas perahu. Disini peneliti menemukan sekelompok pedagang
di Tempat Pelelangan lkan (TPI) di Desa Brodong Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan yang melakukan persekongkolan, karena mayoritas
warga desa Brondong ini adalah nelayan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
merupakan tempat berjalannya sirkulasi harga ikan sebelum sampai ke
pasar. Dalam praktik jual beli ikan di atas perahu, akad jual beli dilakukan
oleh nelayan sebagai penjual ikan pertama kali yang diambil langsung dari
laut dan pembeli sebagai orang yang membeli hasil tangkapan nelayan
yang merupakan pedagang-pedagang ikan yang berjualan diluar TPI. Pada
praktik ini, penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana
transaksi mereka yakni menjual ikan kepada para pedagang yang belum
sampali di tempat pelelangan ikan. Tetapi dalam Hukum Islam hal ini tidak
diperbolehkan karena termasuk dalam Talaggi Rugban (G831 &E )
Rasulullah SAW, melarang talaqqgi rukban yaitu jual beli dengan cara
memberhentikan penjual di tengah jalan. Jika memahami sebuah aturan
dalam figh muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan

penjual sebelum tiba dipasar. Dalam hal ini seperti yang di praktikkan oleh
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pedagang yang membeli ikan kepada para nelayan, yang mana nelayan

belum membawa ikannya sampai di TPI.

Setelah melakukan wawancara terhadap warga desa Brondong dan
sekitarnya selaku nelayan sebagai penjual dan pedagang ikan di pasar
sebagai pembeli ikan yang berkaitan dengan jual beli ikan di atas perahu,
diketahui bahwa jual beli ikan di atas perahu, yang dilakukan oleh pedagang
adalah ketika perahu telah sampai di tempat pelelangan ikan. Kemudian
nelayan akan menjual ikannya ketika telah selesai di pisahkan antara ikan
A dengan ikan B sesuai dengan jenis ikanya dan menjual kepada tengkulak
sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.

Praktik jual beli ikan di atas perahu sudah ada sejak zaman dahulu dan
sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat, karena banyaknya
masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, hal itu sudah menjadi biasa di
kalangan Tempat Pelelangan lkan (TPI). Ada dua jenis jual beli ikan yang
peneliti temukan di tempat pelelangan ikan (TPI), pertama cara jual beli
ikan dengan menjual ikan hasil tangkapan ke pusat penjualan vaitu di
tempat penetapan harga dan kedua menjual ikan hasil tangkapan langsung
kepada tengkulak yang sudah menunggu di bawah perahu dan selanjutnya
dijual dengan kesepakatan yang sudah biasa di lakukan. Pada dasarnya jual
beli ikan di atas perahu ini telah dilarang dalam Islam meskipun pihak

penjual dan pihak pembeli tidak merasa di rugikan dan sudah jelas serta
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sama-sama menguntungkan, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainya.
Dalam permasalahan ini tidak ada pembagian keuntungan, tetapi nelayan
dan tengkulak sama-sama mendapatkan keuntungan yang berupa dari pihak
nelayan mendapatkan hasil tangkapanya dan dijual kepada tengkulak,
sedangkan tengkulak mendapatkan keuntungan harga ikan yang lebih
murah di bandingkan dengan membeli ikan melalui tempat penetapan
harga.
Jika kita merujuk pada konsep jual beli dalam Islam, maka hal tersebut
telah sesuai dengan konsep (suka sama suka). Firman Allah SWT:
V5 oK 5 oe 5o 688 of ) Jlll a5 a0 5 TRE Y kel Gl g
Las ) & g8 Al &) Lokl 1,88
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan
janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

2. Jual Beli Ikan di atas Perahu Desa Brondong Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun
1999 Tentang Persaingan Usaha

Pada prinsipnya keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk

mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat (fair competition)
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yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar mampu
bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Hal ini tercantum dalam UU
No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu wupaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan
Persaingan Usaha tidak sehat dimana pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan
atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi
berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang

dipersyaratkan.
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Tinjauan Hukum persaingan usaha tidak sehat terhadap praktik jual-beli
ikan di atas perahu menunjukan bahwa persaingan usaha tidak sehat atau
persekongkolan sebagai salah satu bentuk jual beli yang melanggar
hukum, terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan
persekongkolan. Persekongkolan berasal dari kata dasar sekongkol.
Pengertian sekongkol adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan
kejahatan atau kecurangan dan sebagainya.

Adanya transaksi jual beli ikan di atas perahu di sampaikan oleh
Kaspandi selaku pembeli ikan di atas perahu:

“Jual beli ikan di atas perahu sudah dilakukan sejak lama. Alasan jual
beli ikan di atas perahu karena sudah menjadi tradisi dan keuntungan
yang dihasilkan lebih banyak karena ikan yang dibeli untuk dijual kembali
ke pasar karena pihak pembeli sudah mengetahui harga pasar”>?

Jual beli ikan di atas perahu yang sedang terjadi di Desa Brondong
Kecamatan Paciran Kabupaten lamongan secara tidak langsung telah
memenuhi syarat yaitu adanya pihak yang penjual dan adanya pihak
pembeli. Adanya kerjasama antara penjual dan pembeli yang mendorong
masyarakat untuk terus melakukan transaksi tersebut tanpa melihat aturan
atau undang-undang yang berlaku. Jual beli ikan di atas perahu ini sudah

menjadi kebiasaan yang terjadi dalam kegiatan jual beli ikan sehari-hari.

Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan

51 Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1994).
52 \Wawancara Bapak Kaspandi (Wawancara 19 Maret 2019)
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yang lebih banyak karena ikan hasil membeli diatas perahu nantinya akan
dijual kembali ke pasar dengan harga pasar. Hal ini merupakan suatu
bentuk kerjasama antara nelayan dan pembeli yang bisa merugikan pihak
pasar karena mayoritas penjual ikan di pasar membeli ikan di Tempat
Pelelangan lkan dengan harga berbeda dengan embeli langsung kepada
nelayan di atas perahu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan analisis
hukum positif yang ada di Indonesia terhadap praktik jual beli ikan di atas
perahu di Desa Brondong, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,
peneliti kali ini akan menjelaskan mengenai praktik jual beli ikan diatas
perahu sebagaimana yang telah diuraikan menurut UU Nomor 5 Tahun

1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, para
pengusaha harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian yang
berhubungan dengan penguasaan pasar dan menentukan kerja sama. Hal
ini dalam kenyataanya, peneliti menemukan terdapat persekongkolan pada
praktik jual beli ikan di atas perahu di Desa Brondong Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan yang mana hal tersebut telah menjadi salah satu

kegiatan jual beli sehari-hari bagi warga Brondong dan sekitarnya.

Berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang

persekongkolan diatas sudah jelas bahwa persekongkolan atau konspirasi
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usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh penjual dan pembeli
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol. Pelaksanaan jual beli ikan di atas perahu ini memang tidak
dilaksnakan sebagaimana mestinya, namun dari hasil wawancara peneliti
dengan pihak penjual dan pembeli berpendapat bahwa kerjasama ini
dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa mengetahui aturan dan undang-
undang yang berlaku. Persekongkolan yang dilakukan oleh nelayan dan
pemborong dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda serendah-
rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Dalam
hal ini persekongkolan ini termasuk dalam persekongkolan yang
mengakibatkan kerugian pada pihak pasar dimana pihak penjual dan
pembeli melakukan kerjasama dengan cara menjual ikanya kepada
pembeli. Untuk itu perlu ditingkatkanya pemahaman masyarakat mengenai

aturan serta undang-undang dan hukum yang berlaku.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Jual beli ikan di atas perahu yang terjadi di Desa Brondong
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan rata-rata dikarenakan
adanya kebutuhan mendesak serya untuk mencari keuntungan yang
lebih. Menurut Hukum Islam hal ini termasuk dalam talagqgi rugban
yang tidak mengandung mursalah karena mengandung
kemudharatan bagi pihak pasar yang diperkirakan hasil dari jual beli
ikan melalui TPI tidak sesuai yang diharapkan yang bertentangan

dengan prinsip umum Muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan,
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kezaliman dan pengambilan keuntungan dalam kesempitan serta
adanya unsur Persaingan Usaha tidak Sehat.

2. Dalam tinjauan hukum persaingan usaha hal ini termasuk melanggar
hukum karena transaksi antara penjual dan pembeli terdapat unsur
persekongkolan karena mencegat pembeli sebelum sampai di pasar
sebagaimana yang telah di uraikan menurut undang-undang Nomor

5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. SARAN

1. Kepada para nelayan agar berani untuk mengkritisi setiap tindakan atau
putusan yang dilakukan, sehingga dalam menjalankan mu’amalah
khususnya jual beli dapat berjalan dengan tertib dan teratur tanpa adanya
penyelewengan dari salah satu pihak

2. Kepada para nelayan dan pemborong agar lebih bijaksana dan adil
dalam masalah kerjasama dan penentuan harga, sehingga tidak
mengecewakan pihak yang lain, serta menggunakan TPI sebagai tempat

sirkulasi harga agar tercapai suatu kegiatan yang bermanfaat.
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LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pembeli

on

1. Sejak kapan jual beli ikan di atas perahu?

2. Mengapa anda melakukan jual beli ikan di atas perahu?
3.
4

. Kalau ikan yang anda beli untuk dijuallagi, bagaimana anda mematok harga

Untuk apa ikan yang anda beli? Dikonsumsi sendiri atau dijual lagi?

ikan selanjutnya?

Mengapa tidak membeli ikan di TPI saja dan lebih memilih di perahu?
Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang di dapat dari
cara jual beli ikan di atas perahu berkaitan dengan kehidupan ekonomi anda?
Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa lagi yang mendorong anda

untuk memilih jual beli ikan di atas perahu?

Pertanyaan untuk penjual

1. Adakah dan bagaimana perbedaan harga untuk ikan yang dibeli guna di

konsumsi sendiri dengan yang dibeli untuk dijual kembali?

Mengapa tidak menjual ikan di TPI saja dan memilih menjual ikan di atas
perahu?

Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang di dapat dari
cara jual beli ikan di atas perahu berkaitan dengan kehidupan ekonomi
keluarga anda?

Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa lagi yang mendorong anda lebih

memilih jual beli ikan di atas perahu?
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LAMPIRAN 2

Pintu Masuk Tempat Pelelangan lkan
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Pemindahan Ikan dari Box

Proses mengeluarkan lkan dari Box Perahu
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Wawancara dengan Bapak Uddin

Wawancara dengan Bapak Karmuyji
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A. Data Diri
Nama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Alamat

Nomor Telpon

Pekerjaan
Agama

Status Perkawinan
Golongan Darah

E-mail

B. Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal :

: Emalina Chalishah Rahmawati
: Lamongan, 21 Juni 1996
: Perempuan

: Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 012

Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan.

: 085733221214

: Mahasiswa

: Islam

: Belum Menikah

A

: emalinabyasmin7@gmail.com

Pendidikan Tahun Asal Sekolah
TK 2001-2002 Tk ABA 11 Sumberagung
MI 2002-2006 MIM 11 Sumberagung
MTS 2008-2011 SMPM 07 Blimbing
MA 2011-2014 MA Al-Ishlah Sendangagung Paciran
Kuliah 2014 - sekarang | Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
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